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Jangan Obral
Dana Bansos

JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
| Gamawan Fauzimeminta daerah taklagimengumbar
| dana APBD untuk bantuan sosial (bansos), hibah,
maupunbantuanuntukperkumpulan cabangolahraga
profesional. Saatini, Kementrian Dalam Negeritengah
menggodok aturan yang akan mengatur kriteria dan
besaran alokasi dana bansos, hibah ataupun bantuan
| olahraga.

[ Berbicara saat membuka sosialisasi Permendagri

| Nomor22Tahun 2011 tentang Pedomar Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2012 di kawasan Ancol, Jakarta
Utara, Senin (6/6), Mendagri menyatakan, perlu pem-
batasan dan seleksiketat yang disertai kriteria tentang
pemberian dana bansos dan hibah dari APBD.

“Saya ingin ingatkan terkait alokasi APBD untuk
belanja sosial dan hibah, perlu dibatasi dan dilakukan
seleksi ketat dengan kriteria yang jelas. Karena dalam
prakteknya didapati tentang penggunaan belanja
bansosdanhibahyangbelumdiaturjelasolehpemda,’
ujar Mendagri.

DihadapanparaSekretaris Daerah, KetuaDPRD dan
Ketua Panitia Anggaran DPRD itu Mendagri menam-

i bahkan, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan

| Korupsi (KPK) sudah merekomendasikan agar meka-

. nisme penggunaan belanja langsung dari bansos dan
hibah diperketat dan dipertegas. Sebab, jumlah dana
bansos dan hibah dari APBD menunjukkan adanya
kenaikan dari tahun ke tahun rawan diselewengkan.

Data dari APBD provinsi dan kabupaten/kota yang
dihimpun Kemendagrimenunjukkan danahibah dan
bansos tahun2009mencapaiRp22,61 triliun, atau 5,28
persen dari belanja di APBD. Selanjutnya pada 2010,
anggaran bansos dan hibah di APBD naik menjadi Rp
30,39 triliun atau 6,85 persen dari keseluruhan dana
belanja di APBD. Sedangkan untuk 2011, sejauh ini
jumlahnyamasih Rp23,15 triliun atau 4,56 persen dari
belanja APBD.

Karenanya Mendagri mengingatkan bahwa sesuai
dua Permendagri yang baru diterbitkannya yakni
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menggan-
tikan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun
Permendagri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan APBD 2012 maka ada hal-hal yang harus
diperhatikan.

Diantaranya, sebut Mendagri, pemberianhibah dan
bansos tak hanya dibatasi dan diseleksi berdasarkan
kriteria yang jelas. “Tapi juga mempertimbanngkan
kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.

Sedangkan poin lain yang ditegaskan Mendagri
terkait penyusunan APBD 2012 adalah larangan
pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profe-
sional. “Bantuan untuk cabang olahraga profesional
tidak boleh lagi dianggarkan dalam APBD 2012,
tandasnya.

Mendagripunmengingatkandaerahtakmain-main
lagi dengan masalah keuangan. Sebab, nantinya dana
hibah ataupun bansos tidak bisa lagi diberikan tanpa
tolak ulur dan kriteria yang jelas. “Dana bansos dan -
hibah akan dilihat oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Kalau ada yang melenceng bisa diusut secara
hukum,” pungkasnya. (ara/jpnn)

DANA HIBAH DAN BANSOS APBD
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tahun Besaran Dana Persantase Belania APBD
i
2003  Rp22,61 triliun 5,28 persen

2010  Rp30,39triliun 6,85 persen
2011  Rp23,15triliun  4.56 persen




